BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINS! SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPAT! PANGAKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR: ....%......TAHUN 2016 :

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT! PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor ........ Tahun 2015 tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Keputauan
Tahun Anggaran 2015 perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulavan tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai fincian
lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daelah Kabupaten Pangkajene
dan KepulauanTahun Anggaran 2015;
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Mengingat 1.  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah ~daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 1822},

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negarg Repy,bliké‘mdo esia
Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebag'hj;nq?pé;’ tefahy d b?
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Rebublik IndonesiaT gw‘%w%ﬁ%%
62, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 3569); WFoethasfade rau

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1899 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KorupsiKolusi
dan Nepotisme (Lemboran Negara Republik indonesia Tahun 1998 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851),

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara { Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (
{ embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah { Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah Kesatu
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5589) yang telah
ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) Kedua dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 5679)
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelehétuz'rﬂ"aﬁ'lﬂé’,}f{ £
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4090);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
37 Tahun 2006 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Repubilik
Indonesia Nomor 4659 ) Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712 );

i4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578},

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah,
Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota { Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20078 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 };

20, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah { Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4741 );

21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219) Sebagaimana telah di ubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan { Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 ),

23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor §9 Tahun 2007 ;
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24.

25.
26.

27.

28.

Menetapkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian Hibah dan bantuan Sosial Yang Bersumber Dart Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan menteri Dalam Negeri NoMor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Yang
Berbasis Akruat pada Pemerintahan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2008 Nomor 11);

Peraturan Bupati Pangkajene Dan Kepulauan Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene
Dan Kepulauan Tahun 2014 Nomor 108);

Peraturan Bupati Pangkajene Dan Kepulauan Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 20158 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

TAHUN ANGGARAN 2015

PASAL 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2015 terdrri atas:

1. Pendapatan

a Pehdapatan Asli Daerah : Rp. 143.977.666.333,87
b. Dana Perimbangan : Rp. 865.570.542.288,00
c¢. Lain - Lain Pendapatan : Rp. 231.621.728.192,26
Jumiah Pendapatan g Rp. 1.241.169.936.814,13
2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai : Rp. 535.233.243.988,00
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2) Belanja Bunga . Rp. 9.328.223,80 o AL 3.0 i F‘}
3) Belanja Subsidi : Rp. 0,00 AN HUKUM
4) Belanja Hibah : Rp. 550.024.049.300,00
5) Belanja Bantuan Sosial :Rp.  2.219.100.000,00
6) Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Propinsi

/Kab/Kota dan Pemdes :Rp 16.237.848.583,00

7) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi
/Kab/Kota dan Pemdes dan Partai Politik :Rp. 36.632.855575,00

8) Belanja Tidak Terduga : Rp. 478.056.74329
Jumiah :Rp. 629.596.633.830,09
b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai :Rp. 42.545.639.931,00
2) Belanja Barang dan Jasa ' Rp. 153.661.800.554,00
3) Belanja Modal ' Rp. 404.953.048.450,00
Jumiah : Rp. 601.160.488.935,00
Jumlah Belanja : Rp.1.230.757.122.765,09
Surplus/Defisit Rp.  10.412.814.049,04
3. Pembiayaan
a. Penerimaan :Rp. 58548.935.275,68
b. Pengeluaran :Rp. 106253848998
Jumiah Netto 2 Rp. 57.486.396.785,70
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Rp. 67.899.210.834,09
PASAL2

Ringkasan :Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran | Peraturan Bupati

ini.
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PASAL3
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan

realisasi anggaran.

PASAL4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran Il Peraturan Bupati

ini.
PASAL 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
PASAL6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
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Diundangkan di Pangkajene

pada tanggal, 25 JUL| 2016 FERGE

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

EFFEND! KASMIN

) £y WD &
Ditetapkan d Pangkajene S8 LF A T
pada tanggal, 25 °JULI 2016

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

SYXMSUDDIN A HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2016 NOMOR .52
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